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Skripsi ini berjudul tentang Visum Et Repertum Dalam Perkara Tindak Pidana
Penganiayaan (Studi Kasus Nomor 164/Pid.B/2022/PN Bna). Proses penyidikan
dalam mengungkap kasus tindak pidana penganiayaan hampir semuanya
memerlukan keterangan dokter ahli forensik untuk mengawali penyidikan
itu,Visum et Repertum memiliki kekuatan yang mutlak dalam pembuktian
terhadap kasus—kasus tertentu seperti dalam kasus tindak pidana penganiayaan.
Dengan demikian pada kasus penganiayaan dan untuk membuktikan bahwa
benar kasus ini merupakan suatu tindak pidana penganiayaan tidaklah cukup
hanya dengan mendengarkan dari saksi-saksi, maka dengan itu penegak hukum
sangat perlu mempertimbangkan salah satu alat bukti lainnya yakni keterangan
ahli dalam bentuk surat yakni Visum et repertum. Adapun rumusan masalah
penelitian ini, pertama, bagaimana kekuatan Hukum Bukti visum et repertum
dalam perkara penganiayaan pada Putusan Nomor 164/Pid.B/2022/PN Bna,
kedua, Bagaimana pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan pada tindak
pidana penganiayaan (studi putusan nomor 164/Pid.B/2022/PN Bna)
berdasarkan alat bukti visum et repertum dan alat bukti lainnya. Pendekatan
yang digunakan yuridis normatif, yuridis normatif adalah untuk mengkaji bahan
pustaka dan norma-norma yang ada dalam peraturan perundang-undangan yang
berlaku. Adapun hasil penelitian ini, pertama, hasil bukti visum et repertum
adalah alat bukti yang sangat menentukan untuk membuktikan apakah telah
terjadi penganiayaan atau tidak. Alat bukti surat ditegaskan pada pasal 187
Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 KUHAP. kedua, Pertimbangan hakim
pada (Putusan Nomor 164/Pid.B/2022/PN Bna) diperoleh dari keterangan saksi
dan hasil visum et repertum adalah 2 (dua) alat bukti yang sangat menentukan
untuk membuktikan apakah telah terjadi penganiayaan atau tidak, dengan alat
bukti tersebut maka hakim memperolen keyakinan bahwa telah terjadi
penganiayaan.
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TRANSLITERASI
Keputusan Bersama Mentri P dan K
Nomor: 158 Tahun 1987- Nomor: 054b/1987

1. Konsonan

No. | Arab Latin Ket No. | Arab | Latin Ket
Tidak t dengan titik di
| . " b
1 dilambangkan t bawahnya
2 o B vy B . z dengan titik di
’ i bawahnya
3 & T YA ¢ ¢
4 & g s dengan titik di | | o & Gh
atasnya
5 z J Y o F
h dengan titik di
Y 3
6 c h bawahnya & Q
7 & Kh AL d K
8 3 D i J L
. zdengan titik di |,
9 : % atasnya ¢ i
10 J R Yo O N
11 J Z AR 3 W
12 o S AR ® H
13 o Sy YA . )
s dengan titik di | o
14 e 3 bawahnya ¢ v
. d dengan titik di
15 o d bawahnya
2. Vokal

Vokal Bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vocal
tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.
a. Vokal Tunggal
Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat,

transliterasinya sebagai berikut:




Tanda Nama Huruf Latin
Fathah A
Kasrah I
Dammah U

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara
harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan Nama Gabungan
Huruf Huruf
s & Fat/ah dan ya Ai
5 o Fathah dan wau Au
Contoh:
S = kaifa,
Jds2  =haula
3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf,
transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Nama Huruf dan tanda
Huruf
gl Fathah dan alif atau ya A
& Kasrah dan ya I
s Dammah dan wau U
Contoh:
Jé= qala
&) = rama
J8 = gila

J5a= yvaqiilu



4. Ta Marbutah (3)
Transliterasi untuk ta marbutah ada dua.

a. Tamarbutah (3) hidup
Ta marbutah ( &) yang hidup atau mendapat harkat fatkzah, kasrah dan
dammabh, transliterasinya adalah t.

b. Tamarbutah (3) mati
Ta marbutah ( 3) yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya
adalah h.

c. Kalau pada suatu kata yang akhir huruf ta marbutah ( ) diikuti oleh kata
yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah

maka ta marbutah () itu ditransliterasikan dengan h.

Contoh:

iy JANY  : raudah al-agfal/ raudatul agfal
:w-\.d\ o)}.jJ\ . al-Madinah al-Munawwarah/

al-Madinatul Munawwarah

isb  : 7alpah

Modifikasi

1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi,
seperti M. Syuhudi Ismail. Sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuali
kaidah penerjemahan. Contoh: Hamad Ibn Sulaiman.

2. Nama negara dan kota ditulis menurut ejaan Bahasa Indonesia, seperti
Mesir, bukan Misr ; Beirut, bukan Bayrut ; dan sebagainya.

3. Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam kamus bahasa arab.
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BAB SATU
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pesatnya perkembangan pengetahuan, seringkali menyebabkan
seseorang tidak dapat menyelesaikan permasalahannya sendiri. Seseorang itu
mau tidak mau harus memerlukan bantuan orang lain yang lebih paham untuk
dimintai bantuan menyelesaikan masalah yang telah dialami orang tersebut.
Manusia hidup diwajibkan untuk mengadakan hubungan satu dengan yang
lainnya, mengadakan kerja sama, tolong-menolong untuk memperoleh
keperluan hidupnya. Akan tetapi sering kali kepentingan-kepentingan itu
berlainan bahkan ada juga yang bertentangan, sehingga dapat menimbulkan
pertikaian yang mengganggu keserasian hidup bersama.t

Kejahatan merupakan perbuatan yang menyalahi etika dan moral
sehingga dari suatu kejahatan yang dilakukan seseorang maka tentu perbuatan
tersebut memiliki dampak yang sangat merugikan orang lain selaku subjek
hukum. Salah satu bentuk kejahatan yang sering terjadi disekitar Kita yakni
kejahatan dalam bentuk kekerasan seperti penganiayaan. Pada dasarnya
kejahatan yang menyangkut dengan tubuh, kesehatan dan nyawa manusia
memerlukan bantuan seorang ahli dokter. Bantuan seorang dokter dengan ilmu
kedokteran kehakiman yang dimilikinya sebagaimana tertuang dalam Visum Et
Repertum yang dibuatnya mutlak diperlukan. Visum Et Repertum sebagai
laporan tertulis untuk kepentingan penegak hukum yang berwenang disini
khususnya penyidik. Visum Et Repertum dibuat oleh dokter sesuai apa yang
dilihat dan diketemukannya pada pemeriksaan barang bukti, berdasarkan

sumpah kedokteran, serta berdasarkan pengetahuannya.?

! C.S.T.Kansil, Pengantar llmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia, (Jakarta: Balai
Pustaka, 2002), him. 33.

2 Tjiptomartono Agung Legowo, Penerapan llmu Kedokteran Kehakiman Dalam
Proses Penyidikan, (Jakarta: Karya Unipres, 1982), him.1.
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Pemeriksaan pada suatu tindak kejahatan pidana dalam suatu peradilan
bertujuan untuk memperoleh kebenaran materil terhadap upaya perkara pidana
tersebut. Upaya yang dilakukan aparat penegak hukum untuk mencari kebenaran
materil suatu perkara pidana tersebut ditegaskan dalam Undang-undang No.4
Tahun 2004 Jo Undang-undang No 48 Tahun 2009, pasal 6 ayat (2) tentang
ketentuan pokok kekuasaan kehakiman yang berbunyi: “Tiada seorang pun
dapat dijatuhi pidana, kecuali apabila pengadilan karena alat bukti yang sah
menurut undang-undang mendapat keyakinan bahwa seseorang yang dianggap
bertanggung jawab, telah bersalah atas perbuatan yang dituduhkan atas
dirinya”. Adanya ketentuan undang-undang tersebut maka dalam proses
penyelesaian perkara pidana aparat penegak hukum haruslah berkewajiban
untuk mengumpulkan alat bukti mengenai perkara pidana yang ditanganinya.

Pengaturan alat-alat bukti yang sah diatur dalam Undang-undang No.8
Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara pidana (KUHAP)
pada pasal 184 ayat (1) yang menerangkan “alat bukti yang sah berupa
keterangan saksi, keterangan ahli, suratpetunjuk, keterangan terdakwa”.
Dalam pemeriksaan perkara pidana seringkali aparat penegak hukum
dihadapkan dengan masalah hal-hal tertentu diluar kemampuan. Maka aparat
penegak hukum memerlukan bantuan seorang ahli dalam mencari bukti dan
kebenaran materil.

Permintaan bantuan penegak hukum kepada seorang ahli untuk
medapatkan bukti yang sah dalam mengungkap suatu perkara pidana ditegaskan
pada pasal 120 ayat (1) KUHAP yang berbunyi : “dalam hal penyidik
menganggap perlu, ia dapat meminta pendapat orang ahli atau memiliki
keahlian khusus”. Keterangan ahli diterangkan pada pasal 1 butir ke-28 KUHAP
yang menyatakan “keterangan ahli adalah keterangan yang diberikan oleh
seorang yang memiliki keahlian khusus tentang hal yang diperlukan untuk
membuat terang suatu perkara pidana guna kepentingan suatu perkara

pidana”.
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Visum Et Repertum berkaitan erat dengan ilmu kedokteran forensik.
Mengenai disiplin ilmu ini, dimana sebelumnya dikenal dengan ilmu kedokteran
kehakiman, R, Atang Ranoemihardja menjelaskan bahwa ilmu kedokteran
kehakiman atau ilmu kedokteran forensik adalah ilmu yang menggunakan
pengetahuan ilmu kedokteran untuk membantu peradilan baik dalam perkara
pidana maupun dalam perkara lain (perdata). Tujuan serta kewajiban ilmu
kedokteran kehakiman adalah membantu kepolisian, kejaksaan, dan kehakiman
dalam menghadapi kasus-kasus perkara yang hanya dapat dipecahkan dengan
ilmu pengetahuan kedokteran.®

Dalam penegak hukum khususnya pada proses penyidikan dalam
mengungkap kasus tindak pidana penganiayaan hampir semuanya memerlukan
keterangan dokter ahli forensik untuk mengawali penyidikan itu, dengan
keterangan dokter ahli diakui cukup efektif didalam penyidikan tindak pidana
penganiayaan.

Secara harfiah Visum Et Re pertum adalah berasal dari kata visual, yaitu
melihat dan Repertum yaitu melaporkan, berarti; apa yang dilihat dan
ditemukan, sehingga Visum Et Repertum merupakan suatu laporan tertulis dari
dokter (ahli) yang dibuat berdasarkan sumpah, perihal apa yang dilihat dan
dikemukakan atas bukti hidup, mayat atau fisik ataupun barang bukti lain
kemudian dilakukan pemeriksaan berdasarkan pengetahuan yang sebaik
baiknya.* Atas dasar itu selanjutnya diambil kesimpulan yang juga merupakan
pendapat dari seorang ahli ataupun kesaksian (ahli) secara tertulis sebagaimana
yang tertuang dalam pemberitaan (hasil pemeriksaan).> Sementara itu menurut

Subekti dan Tjitrosudibio menyatakan bahwa, Visum Et Repertum adalah suatu

% R.Atang Ranoemihardja, Ilmu Kedokteran Kehakiman (forensic science), (Bandung:
Tarsito, edisi kedua, 1983), him.10.

4 Tjiptomartono Agung Legowo, Penerapan Ilmu Kedokteran Kehakiman Dalam
Proses Penyidikan, (Jakarta: Karya Unipres, 1982), him.15.

5> Tholib Setiady, Pokok-pokok IImu Kedokteran Kehakiman, Cet ke-2, (Bandung:
Alfabeta, 2009), him. 39-40.
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keterangan dokter yang memuat kesimpulan suatu pemeriksaan yang telah
dilakukan misalnya atas mayat seseorang untuk menentukan sebab kematian dan
lain sebagainya, keterangan mana diperlukan oleh hakim dalam suatu perkara.

Sehingga dapat dikatakan bahwa Visum Et Repertum suatu keterangan
tertulis oleh seorang dokter ahli forensik dalam ilmu kedokteran, karena itu
perlulah peran penyidik dan kedokteran bekerja sama dalam mengungkapkan
kasus tindak pidana penganiayaan.

Visum et Repertum memiliki kekuatan yang mutlak dalam pembuktian
terhadap kasus—kasus tertentu seperti dalam kasus tindak pidana penganiayaan.
Mengenai kekuatan Visum et Repertum tersebut telah diatur di dalam Pasal 184
KUHAP termasuk jenis bukti Surat dan atau Keterangan Ahli. Visum et
Repertum dapat memiliki kekuatan yang mutlak namun harus diimbangi dengan
alat bukti yang lain agar cukup dalam membuktikan bahwa tersangka telah
melakukan suatu perbuatan tindak pidana atau tidak. Kekuatan Visum et
Repertum yang diatur di dalam Pasal 184 KUHAP termasuk jenis bukti Surat
dan atau Keterangan Ahli.

Kasus kejahatan yang mengakibatkan seseorang menjadi luka akibat
penganiayaan yang dialaminya, maka dengan itu membutuhkan bantuan
keterangan ahli dalam penyidikan maupun proses persidangannya. Keterangan
ahli yang dimaksud ini yaitu keterangan dari dokter yang dapat membantu
penyidik dalam memberikan bukti berupa keterangan medis yang sah dan dapat
di pertanggungjawabkan mengenai keadaan korban, terutama terkait dengan
pembuktian adanya tanda-tanda telah dilakukannya suatu penganiayaan terhadap
korban. Keterangan dokter yang dimaksudkan tersebut dituangkan secara tertulis
dalam bentuk surat hasil pemeriksaan medis yang disebut dengan visum et
repertum. Menurut pengertiannya, visum et repertum diartikan sebagai suatu

laporan tertulis dari dokter yang telah disumpah tentang apa yang dilihat dan



5

ditemukan pada barang bukti yang diperiksanya serta memuat pula kesimpulan
dari pemeriksaan tersebut guna kepentingan peradilan.®

Kasus penganiayaan pada putusan nomor 164/Pid.B/2022/PN Bna
dimana menurut keterangan saksi 1 (korban) dibawah sumpah pada pokoknya
menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari selasa tanggal 21 desember 2022 sekira pukul 17.00
wib diparkiran masjid raya baiturrahman banda aceh dijalan tgk. Chik
pantekulu kelurahan kampung baru kelurahan kampung baru kecamatan
baiturrahman kota banda aceh, terdakwa telah melakukan pemukulan
terhadap saksi;

- Bahwa terdakwa memukul saksi dengan cara memukul wajah saksi
sebanyak satu kali dan mengenai pipi sebelah Kiri saksi, kemudian
terdakwa melintir tangan saksi kebelakang sehingga membuat tangan
dan bahu saksi terasa sakit;

Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa ada keberatan tentang;

- Bahwa terdakwa tidak ada melakukan pemukulan terhadap saksi
1(korban), terdakwa juga tidak ada menyentuh atau memegang tangan
saksi 1(korban);

Dengan demikian pada kasus penganiayaan dan untuk membuktikan
bahwa benar kasus ini merupakan suatu tindak pidana penganiayaan tidaklah
cukup hanya dengan mendengarkan dari saksi-saksi. Maka dengan itu penegak
hukum sangat perlu mempertimbangkan salah satu alat bukti lainnya yakni
keterangan ahli dalam bentuk surat yakni Visum et repertum. Karena visum et
repertum ini dibuat oleh orang yang mempunyai keahlian khusus dalam
menganalisa bekas luka ataupun memar pada tubuh seseorang. Hal ini agar

supaya hakim memiliki alasan yang kuat dalam memutuskan perkara ini.

® Abdul Mun’im Idries, Pedoman IImu Kedokteran Forensik, (Jakarta Barat: Binarupa
Aksara,1997), him. 2.
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Yang menjadi salah satu bukti dalam tindak pidana penganiayaan ini
adalah Visum et Repertum No: R/199/XII/KES.3.1/2021/RS.bhayangkara,
tanggal 21 desember 2021 yang dikeluarkan oleh Rumah sakit bhayangkara
banda aceh terhadap korban dengan hasil pemeriksaan, “Terdapat luka lebam
kebiruan diwajah bagian mata kiri ukuran tiga kali satu sentimeter”.
Berdasarkan kenyataan mengenai pentingnya penerapan hasil visum et repertum
dalam pengungkapan suatu kasus penganiayaan pada tahap penyidikan juga
pada tahap pemeriksaan dipersidangan sebagaimana terurai diatas, hal tersebut
yang melatar belakangi penulis untuk mengangkatnya menjadi topik
pembahasan dalam penulisan ini dengan judul Visum et Repertum dalam
perkara tindak pidana penganiayaan (studi putusan nomor 164/Pid.B/2022/PN
Bna).

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka penulis merumuskan
suatu rumusan masalah yang akan dibahas dalam tulisan ini yaitu:

1. Bagaimana Kekuatan Hukum Bukti Visum et Repertum Dalam Perkara
Tindak Pidana Penganiayaan Pada Putusan Nomor 164/Pid.B/2022/PN
Bna ?

2. Bagaimana pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan pada tindak
pidana penganiayaan (studi putusan nomor 164/Pid.B/2022/PN Bna)
berdasarkan alat bukti visum et repertum dan alat bukti lainnya?

C. Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian

Dari rumusan masalah diatas maka yang dapat menjadi tujuan penelitian
dalam penulisan skripsi ini adalah:

1. Untuk mengetahui Realisasi kekuatan hukum bukti visum et repertum
mempunyai kekuatan untuk membuktikan dalam mengungkap suatu
kasus tindak pidana penganiayaan.

2. Untuk mengetahui bagaimana pertimbangan hakim dalam memutuskan

perkara tindak pidana penganiayaan dalam perkara nomor
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164/Pid.B/2022/PN Bna. Berdasarkan alat bukti Visum et repertum dan
alat bukti lainnya.

D. Penjelasan Istilah
Agar tidak menimbulkan kesalahpahaman dan salah penafsiran dari

pembaca, penulis memandang perlu memberikan penjelasan terhadap istilah

yang terdapat dalam judul ini. Istilah-istilah yang dimaksud adalah sebagai

berikut ;

1. Visum et repertum
visum et repertum merupakan suatu keterangan dokter tentang apa yang
dilihat dan ditemukan di dalam melakukan pemeriksaan terhadap orang
yang luka atau terhadap mayat. Hal tersebut merupakan kesaksian
tertulis. Menurut pendapat Dr. Tjan Han Tjong, visum et repertum
merupakan suatu hal yang dalam pembuktian karena menggantikan
sepenuhnya corpus delicti (tanda bukti). Seperti diketehui dalam perkara
pidana yang menyangkut perusakan tubuh dan kesehatan serta
membinasakan nyawa manusia, maka tubuh manusia merupakan corpus
delicti.’
2. Tindak pidana

Tindak pidana merupakan masalah yang berhubungan erat dengan
masalah kriminalisasi (criminal policy) yang diartikan sebagai proses
penetapan perbuatan orang yang semula bukan merupakan tindak pidana
menjadi tindak pidana, proses penetapan ini merupakan masalah

perumusan perbuatan-perbuatan yang berada diluar diri seseorang.®

" Atang Ranoemihardjo, llmu Kedokteran Kehakiman (Forensic Science). Edisi Ke-2,
(Bandung: Taristo, 1983), him. 44,

8 Rasyid Ariman dan Fahmi Raghib, Hukum Pidana, (Malang: Setara Press, 2016),
him.57.



3. Penganiayaan
Menurut kamus besar bahasa indonesia (KBBI) penganiayaan merupakan
perlakuan yang sewenang-wenang (penyiksaan, penindasan dan

sebagainya).’

E. Tinjauan Pustaka

Untuk mendukung penelitian dan penelaahan yang lebih mendetail
seperti yang telah dikemukakan pada latar belakang masalah, maka penulis
berusaha melakukan kajian awal terhadap pustaka ataupun karya-karya yang
berkaitan dengan topik yang ingin diteliti. Sepanjang penelusuran penulis,
penelitian atau pembahasan yang secara khusus pernah dilakukan sebelumnya
mengenai “kekuatan visum et repertum pada tahap penyidikan dalam
mengungkap tindak pidana penganiayaan”, namun tidak menyangkut pokok
permasalahan yang ada dalam penelitian ini.

Jurnal “Kekuatan visum et repertum sebagai alat bukti dalam
mengungkap terjadinya tindak pidana” di susun oleh Yusup Khairun Nisa dan
Johny Krisnan, Universitas Muhammadiyah Magelang. Didalam jurnal ini
menjelaskan ditingkat penyidikan visum et repertum memiliki fungsi sebagai
bahan untuk memperkuat dakwaan/sangkaan terhadap perbuatan yang dilakukan
oleh tersangka dan sebagai bukti penahanan tersangka,ditingkat penuntutan
yaitu sebagai alat untuk menentukan berat ringannya Pasal yang dipersangkakan
terhadap terdakwa/pelaku,tingkat pengadilan yaitu salah satu pengganti alat
bukti fisik dan sebagai pertimbangan hakim dalam menjatuhi putusan kepada
terdakwa. Dan kekuatan hukum visum et repertum yaitu sangat mutlak atau

® Diakses melalui https://kbbi.web.id/aniaya melihat pengertian dari penganiayaan,
tanggal 28 juni 2022.



https://kbbi.web.id/aniaya

sempurna dalam kasus tertentu seperti kasus tindak pidana penganiayaan,
asusila, maupun pembunuhan.

Jurnal “Kedudukan visum et repertum dalam hukum pembuktian”
disusun oleh Michael Barama,SH,MH, fakultas hukum, Universitas Sam
Ratulangi manado. Didalam jurnal ini menjelaskan visum et repertum selaku
keterangan dalam bentuk yang formil menyangkut hal-hal yang dilihat dan
ditemukan oleh dokter pada benda-benda yang diperiksa sesungguhnya adalah
pengganti barang bukti, bahwa pada keharusannya dalam hal pembuktian
mestinya orang yang menjadi obyek penganiayaan, pembunuhan atau kejahatan
lainnya dari suatu peristiwa pidana sepatutnya diajukan menjadi barang bukti
seperti misalnya orang yang dianiaya dan mati terbunuh sudah barang tentu
menjadi kesulitan dalam praktek; karenanya orang yang meninggal harus
dikebumikan sebab dapat membusuk untuk selanjutnya mengalami proses
alamiah hancur menjadi debu tanah.

Jurnal “Visum et repertum sebagai alat bukti dalam dalam tindak pidana
penganiayaan’ disusun oleh Ni Putu Mega Cahyani, Nyoman Sujana dan Made
Minggu Widyantara, Universitas Warmadewa denpasar-bali, Indonesia.
Didalam jurnal ini menjelaskan visum et repertum memiliki kekuatan
pembuktian yang cukup kuat karena visum et repertum merupakan salah satu
alat bukti surat sebagaimana diatur dalam pasal 184 ayat (1) huruf ¢ Jo. Pasal
187 huruf ¢ KUHAP. Penuntut umum dakwaannya dibuat dalam sangat

mengenai diperhatikan alat bukti peran visum et repertum.*2

10 Yusup Khairu n Nisa dan Johny Krisnan (kekuatan visum et repertum sebagai alat
bukti dalam mengungkap terjadinya tindak pidana), Jurnal Universitas Muhammadiyah
Magelang.

1 Michael Barama,SH., MH. (kedudukan visum et repertum dalam hukum pembuktian)
Jurnal Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi Manado.

12 Ni Putu Mega Cahyani,Nyoman Sujana,dan Made Minggu Widyantara (visum et
repertum sebagai alat bukti dalam tindak pidana penganiayaan) Jurnal Universitas Warmadewa
Denpasar-Bali, Indonesia.
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Skripsi  “Pembuktian tindak pidana pencabulan dengan visum et
repertum dalam proses penyidikan (studi polrestabes medan). yang disusun oleh
Indri Ramadhani Lubis, fakultas hukum, Universitas muhammadiyah sumatera
utara, medan. Penelitian ini menjelaskan Poses pembuktian tindak pidana
pencabulan didalam penyidikan yaitu mulai dari tahap penerimaan laporan
tindak pidana pencabulan, tahap pemeriksaan ditempat kejadian perkara (TKP),
tahap penggeledahan,penangkapan,penahanan dan penyitaan, tahap penyidikan,
serta tahap pemeriksaan terhadap saksi,tersangka, dan alat bukti lainnya guna
mnemukan kebenaran terhadap terjadinya tindak pidana pencabulan.

Kedudukan alat bukti visum et repertum pada tahap penyidikan tindak
pidana pencabulan sangat penting dalam pembuktian tindak pidana pencabulan,
dimana visum et repertum bermanfaat untuk menemukan fakta-fakta dan
mencari kebenaran materiil dari tindak pidana pencabulan yang terjadi dan
visum et repertum dapat menentukan hubungan antara perbuatan dan akibat
perbuatan.’®

Skripsi (Peranan visum et repertum dalam mengungkap tindak pidana
pembunuhan yang dilakukan secara bersama-sama (studi kasus putusan
No0.396/PID.B/2014/PN.MKS)). Yang disusun oleh Firdaus saini, fakultas
hukum, Universitas Hasanuddin Makassar. Penelitian ini menjelaskan kekuatan
pembuktian visum et repertum adalah merupakan alat bukti yang sempurna
tentang apa saja yang tercantum didalamnya jadi kesimpulannya pendapat
dokter yang dikemukakannya wajib dipercaya sepanjang belum ada bukti lain
yang melemahkan. Visum et repertum adalah alat bukti otentik yang dibuat
dalam bentuk yang telah ditetapkan oleh dokter sebagai pejabat yang
berwenang. Visum et repertum juga cukup membantu bagi seorang hakim dalam

menjatuhkan vonis seperti dalam kasus yang diteliti oleh penulis bahwa dengan

13 Indri Ramadhani Lubis (Pembuktian tindak pidana pencabulan dengan visum et
repertum dalam proses penyidikan (studi polrestabes medan). Skripsi Fakultas Hukum,
Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Medan.
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adanya visum et repertum dapat membantu dalam penjatuhan hukuman kepada
terdakwa.*
F. Metode Penelitian
Metode penelitian hukum merupakan suatu proses untuk menemukan
aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna
menjawab isu hukum yang dihadapi.®®
1. Pendekatan Penelitian
Penelitian ini mengunakan metode Yuridis Normatif adalah
penelitian yang mengacu kepada norma-norma hukum yang terdapat dalam
peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Jenis Penelitian
Jenis penelitian yang penulis lakukan termasuk dalam jenis
penelitian yuridis normatif. Menurut Soerjono Soekanto dan Sri Mamudiji
mendefinisikan penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum yang
dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder belaka.®
Penelitian hukum normatif yang meneliti dan menelaah bahan pustaka, atau
data sekunder, maka penelitian hukum normatif disebut juga penelitian
hukum kepustakaan, penelitian hukum teoritis/dogmatis.
3. Sumber Data
Dalam penulisan skripsi ini, penulisan menggunakan sumber data,
yaitu:
1. Sumber Bahan Hukum Primer
Adalah data-data yang diperoleh langsung dari sumber

pertama. Bahan hukum ini merupakan data yang bersifat autoriatif

14 Firdaus saini (Peranan visum et repertum dalam mengungkap tindak pidana
pembunuhan  yang dilakukan  secara  bersama-sama  (Studi  Kasus  Putusan
No0.396/P1D.B/2014/PN.MKS)). Skripsi Fakultas Hukum, Universitas Hasanuddin Makassar.

15 Peter Marzuki Mahmud, Penelitian Hukum, (Jakarta: Prenada Media, 2005), him.35

16 Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan
Singkat, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010), him. 13-14.
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artinya mempunyai otoritas. Dalam penelitian ini yang menjadi
bahan hukum primer adalah “Undang-undang No.8 tahun 1981
tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara pidana (KUHAP) pada
pasal 184 ayat (1) yang menerangkan “alat bukti yang sah berupa
keterangan saksi, keterangan ahli, surat,petunjuk, keterangan
terdakwa”.

2. Sumber Bahan Hukum Sekunder

Adalah data yang dikumpulkan oleh orang lain. Bahan hukum
sekunder dipakai oleh penulis adalah berupa buku-buku hukum
termasuk skripsi, tesis, jurnal hukum termasuk yang online.

3. Sumber Bahan Hukum Tertier.

Adalah bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun
penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder seperti
kamus hukum, enziklopedia hukum, indeks komulatif dil.

4. Teknik Pengumpulan Data

Penelitian ini mengacu pada judul dan rumusan masalah, maka
jenis penelitian ini adalah Keseluruhan data yang diperoleh dari
penelitian kepustakaan (library research) maupun penelitian
lapangan (field research), untuk memperoleh data yang berkaitan
dengan masalah yang dibahas. Maka dilakukan analisa data yang
berasal dari data primer.

5. Objektivitas dan Validasi data

Suatu penelitian dapat dikatakan objektif apabila hasil
penelitian telah disepakti oleh banyak orang. Mengkaji objektivitas
(conformability) berarti mengkaji hasil penelitian yang dikaitkan
dengan proses yang dilakukan. Maka dapat dikatakan bahwa
penelitian tersebut telah memenuhi standar objektivitas. Data yang

valid adalah data yang tidak berbeda antara data yang dilaporkan
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oleh peneliti dengan data yang sesungguhnya terjadi pada objek
penelitian.

Namun, perlu diketahui bahwa kebenaran realitas data
menurut penelitian kulitatif tidak bersifat tunggal, melainkan bersifat
jamak dan tergantung pada kontruksi manusia yang dibentuk dalam
diri seseorang sebagai hasil individu dengan berbagai macam latar
belakang. Oleh karena itu, bila ada beberapa penelitian yang
memiliki objek yang samamaka hasil tersebut dikatakan valid jika
dari semua peneliti tidak ditemukan perbedaan dengan pendapat.*’

6. Tehnik Analisa Data

Data yang diperoleh dan dikumpulkan baik dalam data primer
maupun data sekunder dianalisa secara kualitatif yaitu suatu cara
penelitian yang dilakukan guna mencari kebenaran kualitatif.
Analisa kualitatif atau data yang dikumpulkan bersifat deskriptif
dalam bentuk kata-kata atau gambar, data tersebut diperoleh hasil
catatan, potret, dokumen perorangan, memorendum, dan dokumen
resmi, sehingga penulis dapat memberikan penilaian mengenai
Visum et Repertum pada tindak pidana penganiayaan putusan nomor
164/Pid.B/2022/PN Bna. Kemudian dipaparkan secara deskriptif
yaitu dengan cara menjelaskan, menguraikan dan menggambarkan
permasalahan serta penyelesaiannya yang berkaitan erat dengan
penulisan ini.

7. Pedoman penulisan

Setiap penulisan memiliki rujukan dalam teknik penulisannya.
Adapun buku rujukan penulisan skripsi dalam penelitian ini, penulis
menggunakan buku pedoman penulisan skripsi yang diterbitkan oleh

Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Uin Ar-Raniry

17 Abdurrahman Fathoni, Metodologi Penelitian Dan Penelitian Penyusunan Skripsi,
(Jakarta : PT Asdi Mahasatya, 2006), him. 112.
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Darussalam Banda Aceh tahun 2019 sebagai rujukan teknik
penulisan skripsi yang benar.
G. Sistematika Pembahasan

Untuk menjadi pemaparan dalam tulisan proposal skripsi ini, maka lebih
baik jika diuraikan terlebih dahulu sistematika pembahasannya. Bab satu
merupakan judul, pendahuluan yang meliputi latar belakang masalah, rumusan
masalah, tujuan penelitian dan mamfaat penelitian, penjelasan istilah, kajian
pustaka, motode penelitian dan sistematika pembahasan.

BAB SATU, merupakan pendahuluan yang meliputi latar belakang
masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, penjelasan istilah, kajian pustaka,
metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

BAB DUA, berisikan pembahasan secara teoritis mengenai pengertian
visum et repertum, jenis-jenis visum et repertum, dasar hukum visum et
repertum, kekuatan visum et repertum dalam KUHAP, visum et repertum dalam
hukum Islam, pengertian tindak pidana penganiayaan, unsur-unsur
penganiayaan, dan jenis-jenis penganiayaan.

BAB TIGA, Berisikan uraian mengenai kekuatan hukum bukti visum et
repertum dalam perkara tindak pidana penganiayaan pada putusan nomor
164/Pid.B/2022/PN Bna dan pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara
penganiayaan pada putusan nomor 164/Pid.B/2022/PN Bna.

BAB EMPAT, merupakan bab terakhir atau bab penutup yang di
dalamnya berisi tentang kesimpulan penelitian dan saran dengan harapan

bermanfaat bagi penulis dan masyarakat pada umumnya.



BAB DUA
VISUM ET REPERTUM SEBAGAI ALAT BUKTI DALAM
PERKARA KASUS PENGANIAYAAN

A. Visum Et Repertum
1. Pengertian Visum Et Repertum

Visum et Repertum berkaitan erat dengan ilmu kedokteran forensik.
Mengenai disiplin ilmu ini, ilmu kedokteran forensik dapat disebut juga sebagai
ilmu kedokteran kehakiman, adapun pengertian ilmu kedokteran kehakiman atau
ilmu kedokteran forensik menurut Sutomo Tjokro Negoro, adalah ilmu
kedokteran yang digunakan untuk kepentingan pengadilan, artinya ilmu
kedokteran kehakiman sangat berperan dalam membantu kepolisian, kejaksaan
dan kehakiman didalam mengungkapkan dan memecahkan segala soal
hubungan sebab akibat (causalitas verband) terjadinya suatu tindak pidana,
sehingga pelakunya dapat dipertanggung jawabkan menurut hukum didalam
sidang peradilan (pidana) yang dilaksanakan.8

Berdasarkan hasil pemeriksaan ahli forensik inilah selanjutnya dapat
diketahui apakah lukanya seseorang, tidak sehatnya seseorang, atau matinya
seseorang tersebut diakibatkan oleh akibat tindak pidana atau tidak. Bentuk
bantuan ahli kedokteran kehakiman dapat diberikan pada saat terjadinya tindak
pidana (ditempat kejadian perkara, pemeriksaan korban yang luka atau
meninggal) dan pemeriksaan barang bukti, dimana hal ini akan diterangkan dan
diberikan hasilnya secara tertulis dalam bentuk surat yang dikenal dengan istilah
Visum et Repertum.*®

Secara harfiah Visum Et Re pertum adalah berasal dari kata visual, yaitu
melihat dan Repertum yaitu melaporkan, berarti; apa yang dilihat dan
ditemukan, sehingga Visum Et Repertum merupakan suatu laporan tertulis dari

18Tolib Setiyadi, Pokok-Pokok Ilmu Kedokteran Kehakiman, (Bandung: Alfabeta,
2009), him. 168

19 Waluyadi, llmu Kedokteran Kehakiman Dalam Perspektif Peradilan dan Aspek
Hukum Praktik Kedokteran, (Jakarta: Djambatan, 2000), him. 26.

15
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dokter (ahli) yang dibuat berdasarkan sumpah, perihal apa yang dilihat dan
dikemukakan atas bukti hidup, mayat atau fisik ataupun barang bukti lain
kemudian dilakukan pemeriksaan berdasarkan pengetahuan yang sebaik
baiknya.?® Atas dasar itu selanjutnya diambil kesimpulan yang juga merupakan
pendapat dari seorang ahli ataupun kesaksian (ahli) secara tertulis sebagaimana
yang tertuang dalam pemberitaan (hasil pemeriksaan).?! Sementara itu menurut
Subekti dan Tjitrosudibio menyatakan bahwa, Visum Et Repertum adalah suatu
keterangan dokter yang memuat kesimpulan suatu pemeriksaan yang telah
dilakukan misalnya atas mayat seseorang untuk menentukan sebab kematian dan
lain sebagainya, keterangan mana diperlukan oleh hakim dalam suatu perkara.
Sehingga dapat dikatakan bahwa Visum Et Repertum suatu keterangan
tertulis oleh seorang dokter ahli forensik dalam ilmu kedokteran, karena itu
perlulah peran penyidik dan kedokteran bekerja sama dalam mengungkapkan
kasus tindak pidana penganiayaan.
Adapun pendapat dari para ahli hukum tentang Visum et Repertum, ialah:
a. Menurut pendapat Dr. Tjan Han Tjong, visum et repertum merupakan
suatu hal yang dalam pembuktian karena menggantikan sepenuhnya
corpus delicti (tanda bukti). Seperti diketehui dalam perkara pidana
yang menyangkut perusakan tubuh dan kesehatan serta membinasakan
nyawa manusia, maka tubuh manusia merupakan corpus delicti.??
b. Menurut Abdul Mun’im Idris Visum et Repertum merupakan suatu
laporan tertulis dari dokter yang telah disumpah tentang apa yang
dilihat dan ditemukan pada barang bukti yang diperiksanya serta

20 Tjiptomartono Agung Legowo, Penerapan llmu Kedokteran Kehakiman Dalam
Proses Penyidikan, (Jakarta: Karya Unipres, 1982), him.15.

2L Tholib Setiady, Pokok-pokok Ilmu Kedokteran Kehakiman, Cet ke-2, (Bandung:
Alfabeta, 2009), him. 39-40.

22 Atang Ranoemihardjo, Ilmu Kedokteran Kehakiman (Forensic Science). Edisi Ke-2.
(Bandung: Taristo, 1983) him. 44.
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memuat pula kesimpulan dari pemeriksaan tersebut guna kepentingan
peradilan.?®
c. Menurut R. Atang Ranoemihardja Visum et Repertum ialah suatu
keterangan dokter tentang apa yang dilihat dan di ketemukan dalam
melakukan terhadap orang luka atau mayat, dan merupakan kesaksian
tertulis.
2. Jenis-Jenis Visum Et Repertum
Visum et Repertum semata-mata hanya dibuat agar suatu perkara pidana
menjadi jelas dan hanya berguna bagi kepentingan pemeriksaan dan untuk
keadilan serta diperuntukkan bagi kepentingan peradilan. Dengan denikian
Visum et Repertum tidaklah dibuat atau diterbitkan untuk kepentingan lain.
Maka dari itu setiap pembuatan Visum et Repertum selalu didahului dengan
perkatan Pro yusticia.
Adapun jenis-jenis Visum et Repertum terbagi dalam:
a. Dilihat dari sifatnya
Jikalau dilihat menurut sifatnya, maka Visum et repertum dapat
dibagi dalam 3 macam (pada umumnya bagi Visum et repertum korban
hidup):

1. Visum et repertum yang dibuat (lengkap) sekaligus atau definitif.
Lazimnya ditulis Visum et repertum. Atau bisa dikatakan juga
dengan Visum et repertum biasa : jenis visum ini diberikan kepada
pihak peminta (penyidik) untuk korban yang tidak memerlukan
perawatan lebih lanjut.

2. Visum et repertum sementara: Misalnya: Visum yang dibuat bagi si
korban yang sementara masih dirawat dirumah sakit akibat luka-
lukanya karena penganiyayaan. Lazimnya ditulis Visum et repertum

(sementara).

23 Abdul Mun’im Idries, Agung legowo Tjiptomartono, Penerapan Iimu Kedokteran
Kehakiman Dalam Proses Penyidikan, (Jakarta: Karya Unipers, 2002), him. 87.



18

3. Visum et repertum Lanjutan: Misalnya: Visum bagi si korban yang
luka tersebut (Visum et repertum sementara) kemudian lalu
meninggalkan Rumah sakit ataupun akibat luka-lukanya tersebut
sikorban kemudian dipindahkan ke Rumah sakit/dokter lain,
melarikan diri, pulang dengan paksa atau meninggal dunia.
Lazimnya ditulis: Visum et repertum (Lanjutan).?*

b. Dilihat dari laporan pemeriksan dokter (ahli)

Apabila dihubungkan dengan hasil laporan pemeriksaan dokter
(ahli) yang tertuang dalam bentuk Visum et Repertum tersebut, maka
dikenal beberapa jenis Visum et Repertum, antara lain:

1. Visum et Repertum tentang pemeriksaan mayat (jenazah);

Pada pembuatan Visum et Repertum ini, dalam hal korban mati
maka penyidik mengajukan permintaan tertulis kepada pihak
Kedokteran Forensik untuk dilakukan bedah mayat (outopsi).

2. Visum et Repertum di tempat kejadian perkara (TKP);

Pada jenis visum ini dibuat setelah dokter selesai melaksanakan
pemeriksaan di TKP.

3. Visum et Repertum penggalian jenazah;

Visum ini dibuat setelah dokter melakukan penggalian jenazah.

4. Visum et Repertum psikiatri;

Yaitu visum pada terdakwa yang pada saat pemeriksaan sidang
pengadilan menunjukkan gejala-gejala penyakit jiwa.

5. Visum et Repertum pemeriksaan barang bukti (bukti-bukti) lain;?
Pada visum ini misalnya visum terhadap barang bukti yang
ditemukan yang ada hubungannya dengan tindak pidana yang

dilakukan, contohnya darah, selongsong peluru, pisau.

24 Speparmono, Keterangan Ahli & Visum et Repertum Dalam Aspek Hukum Acara
Pidana Edisi Revisi, (Bandung: Mandar Maju, 2016), him. 87.

%5 Soeparmono, Keterangan Ahli & Visum et Repertum Dalam Aspek Hukum Acara
Pidana, (Bandung: Mandar Maju, 2002) him. 102.
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3. Dasar Hukum Visum Et Repertum

Visum et Repertum adalah keterangan tertulis yang dibuat dokter atas
permintaan tertulis (resmi) penyidik tentang pemeriksaan medis terhadap
seseorang manusia baik hidup maupun mati ataupun bagian dari tubuh manusia,
berupa temuan dan interpretasinya, di bawah sumpah dan untuk kepentingan
peradilan. Menurut Budiyanto et al, dasar hukum Visum et Repertum adalah
sebagai berikut : 2

Pasal 133 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)
menyebutkan:

(1) Dalam hal penyidik untuk kepentingan peradilan menangani
seseorang korban baik luka, keracunan ataupun mati yang diduga
karena peristiwva yang merupakan tindak pidana, ia berwenang
mengajukan permintaan keterangan ahli kepada ahli kedokteran
kehakiman atau dokter dan atau ahli lainnya.

(2) Permintaan keterangan ahli sebagaimana dimaksud dalam ayat (1)
dilakukan secara tertulis, yang dalam surat itu disebutkan dengan
tegas untuk pemeriksaan luka atau pemeriksaan mayat dan atau
pemeriksaan bedah mayat.

Yang berwenang meminta keterangan ahli adalah penyidik dan penyidik
pembantu sebagaimana bunyi pasal 7(1) butir h dan pasal 11 KUHAP.?
Penyidik yang dimaksud disini adalah penyidik sesuai dengan pasal 6(1) butir a,
yaitu penyidik yang pejabat polisi Negara RI. Penyidik ini adalah penyidik
tunggal bagi pidana umum, termasuk pidana yang berkaitan dengan kesehatan
dan jiwa manusia. Oleh karena Visum et Repertum adalah keterangan ahli
mengenai pidana yang berkaitan dengan kesehatan jiwa dan manusia, maka

penyidik pegawai negeri sipil tidak berwenang meminta visum et repertum,

26 Budiyanto A, Widiatmaka W, Sudiono S. limu kedokteran forensik, (Jakarta: Bagian
Kedokteran Forensik Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia, 1997), him. 21.
27 pasal 7(1) butir h dan Pasal 11 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana.
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karena mereka hanya mempunyai wewenang sesuai dengan undang-undang
yang menjadi dasar hukumnya masing-masing (Pasal 7 Ayat 2 KUHAP).

Mengenai kepangkatan pembuat surat permintaan Visum et Repertum
telah diatur dalam Peraturan Pemerintah no. 27 tahun 1983 yang menyatakan
penyidik POLRI berpangkat serendah-rendahnya Pembantu Letnan Dua,
sedangkan pada wilayah kepolisian tertentu yang komandannya adalah seorang
bintara (Brigadir), maka ia adalah penyidik karena jabatannya tersebut.?®
Kepangkatan bagi penyidik pembantu adalah bintara serendah-rendahnya
Brigadir dua. Untuk mengetahui apakah suatu surat permintaan pemeriksaan
telah ditanda tangani oleh yang berwenang, maka yang penting adalah bahwa si
penanda tangan menandatangani surat tersebut selaku penyidik. Wewenang
penyidik meminta keterangan ahli ini diperkuat dengan kewajiban dokter untuk
memberikannya bila diminta, seperti yang tertuang dalam pasal 179 (1) KUHAP
sebagal berikut:

(1) Setiap orang yang diminta pendapatnya sebagi ahli kedokteran
kehakiman atau dokter atau ahli lainnya wajib memberikan
keterangan ahli demi keadilan.?®

Nama Visum et Repertum tidak pernah disebut di dalam KUHAP
maupun hukum acara pidana sebelumnya yaitu RIB (Reglemen Indonesia yang
diperbaharui). Nama Visum et Repertum sendiri hanya disebut di dalam
Staatsblad Nomor 350 tahun 1937 pasal 1 dan 2 yang berbunyi :

(1) Visa reperta dari dokter-dokter,yang dibuat atas sumpah jabatan
yang diikrarkan pada waktu menyelesaikan pelajaran kedokteran di
negeri belanda atau di indonesia,atau atas sumpah daya bukti dalam
perkara-perkara pidana, sejauh itu mengandung keterangan tentang

yang dilihat oleh dokter pada benda yang diperiksa.

28 Pperaturan Pemerintah No. 27 tahun 1983 Tentang Pelaksanaan Kitab Undang-
undang Hukum Acara Pidana.
29 pasal 179 (1) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana
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(2) Dokter-dokter yang tidak mengikrarkan sumpah jabatan di negeri
belanda maupun di indonesia, sebagai yang dimaksud dalam pasal 1,
boleh mengikrarkan sumpah (atau janji).

Dari bunyi Stb No.350 tahun 1937 telihat bahwa :

1. Nilai daya bukti Visum et Repertum dokter hanya sebatas mengenai hal
yang dilihat atau ditemukannya saja pada korban. Dalam hal demikian,
dokter hanya dianggap memberikan kesaksian mata saja.

2. Visum et Repertum hanya sah bila dibuat oleh dokter yang sudah
mengucapkan sumpah sewaktu mulai menjabat sebagai dokter.

Pasal-pasal KUHAP yang mengatur tentang produk dokter yang sepadan
dengan Visum et Repertum adalah pasal 186 dan 187 yang berbunyi:

Pasal 186 : Keterangan ahli ialah apa yang seorang ahli nyatakan di

sidang pengadilan.®

Penjelasan pasal 186 KUHAP: keterangan ahli ini dapat juga sudah
diberikan pada waktu pemeriksaan oleh penyidik atau penuntut umum yang
dituangkan dalam suatu bentuk laporan dan dibuat dengan mengingat sumpah di
waktu ia menerima jabatan atau pekerjaan.

Pasal 187 (c) : Surat keterangan dari seorang ahli yang memuat pendapat

berdasarkan keahliannya mengenai sesuatu hal atau sesuatu keadaan

yang diminta secara resmi dari padanya.3!
Keduanya termasuk ke dalam alat bukti yang sah sesuai dengan
ketentuan dalam KUHAP Pasal 184 Ayat 1, alat bukti yang sah adalah:*2
1. Keterangan saksi
2. Keterangan ahli
3. Surat
4. Petunjuk

5. Keterangan terdakwa

%0 pasal 186 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana.
31 pasal 187 (c) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana.
32 pasal 184 (1) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana.
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Dari pasal-pasal di atas tampak bahwa yang dimaksud dengan
keterangan ahli maupun surat dalam KUHAP adalah sepadan dengan yang
dimaksud dengan Visum et Repertum dalam Stb no. 350 tahun 1937.
Perbedaannya adalah bahwa keterangan ahli atau surat adalah keterangan atau
pendapat yang dibuat oleh ahli (termasuk dokter) berdasarkan keilmuannya,
tidak hanya terbatas pada apa yang dilihat dan ditemukan oleh si pembuat. Oleh
karena berdasarkan keilmuannya, maka keterangan ahli atau surat tersebut yang
dibuat oleh dokter harus dibuat atas dasar pemeriksaan medis.

Pendapat yang tidak berdasarkan hasil pemeriksaan medis tentu saja
tidak merupakan bagian dari Visum et Repertum. Pemeriksaan medis tersebut
tidak harus dilakukan oleh dokter pembuat Visum et Repertum sendiri. Hal ini
mengingat bahwa kemajuan ilmu kedokteran mengakibatkan berbagai keahlian
khusus pula, sehingga pemeriksaan medis terhadap seseorang korban mungkin
saja dibuat oleh beberapa dokter dari berbagai bidang spesialisasi.

Nama Visum et Repertum hingga saat ini masih dipertahankan, walaupun
dengan konsep yang lama. Nama Visum et Repertum ini digunakan untuk
membedakan surat atau keterangan ahli yang dibuat dokter dengan surat atau
keterangan ahli yang dibuat oleh ahli lain yang bukan dokter.

Sanksi hukum bila dokter menolak permintaan penyidik, dapat
dikenakan sanksi pidana, Pasal 216 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
(KUHP) :

“Barangsiapa dengan sengaja tidak menuruti perintah atau permintaan yang
dilakukan menurut undang-undang oleh pejabat yang tugasnya mengawasi
sesuatu, atau oleh pejabat berdasarkan tugasnya, demikian pula yang diberi
kuasa untuk mengusut atau memeriksa tindak pidana; demikian pula
barangsiapa dengan sengaja mencegah, menghalanghalangi atau
menggagalkan tindakan guna menjalankan ketentuan, diancam dengan pidana
penjara paling lama empat bulan dua minggu atau denda paling banyak
sembilan ribu rupiah”.
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4. Kekuatan Visum Et Repertum Dalam KUHAP

Visum et Repertum memiliki kekuatan yang mutlak dalam pembuktian
terhadap kasus-kasus tertentu seperti dalam kasus penganiayaan. Setiap luka
yang terdapat pada tubuh korban yang mengalami kekerasan fisik akan diperiksa
oleh dokter yang kemudian akan menentukan jenis luka tersebut, setelah jenis
luka yang terdapat pada korban tersebut diketahui maka dokter dapat dengan
mudah mengetahui mengenai jenis kekerasan yang menyebabkan luka pada
korban serta dapat mengetahui jenis kekerasan apa yang dilakukan oleh
pelaku.®

Mengenai kekuatan Visum et Repertum tersebut telah diatur di dalam
Pasal 184 KUHAP termasuk jenis bukti Surat dan atau Keterangan Ahli. Visum
et Repertum dapat memiliki kekuatan yang mutlak namun harus diimbangi
dengan alat bukti yang lain agar cukup dalam membuktikan bahwa tersangka
telah melakukan suatu perbuatan tindak pidana atau tidak. Kekuatan Visum et
Repertum yang diatur di dalam Pasal 184 KUHAP termasuk jenis bukti Surat
dan atau Keterangan Ahli. Visum et Repertum dapat memiliki kekuatan yang
mutlak namun harus diimbangi dengan alat bukti yang lain agar cukup dalam
membuktikan bahwa tersangka telah melakukan suatu perbuatan tindak pidana
atau tidak, hal tersebut sesuai dengan isi KUHAP Pasal 183.3

Adapun yang dimaksud dengan kekuatan Visum et Repertum sebagai
alat bukti Surat dalam mengungkap suatu tindak pidana diuraikan sebagai
berikut:

1. Visum et Repertum merupakan alat bukti yang memiliki kekuatan yang
mutlak dan sangat penting digunakan dalam membuktikan adanya suatu
tindak pidana. Visum et Repertum tersebut dapat dikategorikan sebagai
alat bukti berupa surat yang dimana di dalam Pasal 187 KUHAP huruf a,

33 Abdul Mun’im Idriest dan Agung Legowon Tjiptomartono, Penerapan Ilmu
Kedokteran Forensik Dalam Proses Penyidikan, Edisi Revisi, (Jakarta: Sagung Seto, 2015),
him.135.

% 1bid, him.160.
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b, dan ¢ yang menyatakan bahwa surat merupakan alat bukti yang
sempurna. Hal tersebut dikarenakan surat merupakan akta otentik yang
dibuat secara resmi berdasarkan prosedur yang ditetapkan telah oleh
Undang-Undang. Sebagai alat bukti di dalam persidangan, surat tidak
memiliki kekuatan pembuktian mengikat.

2. Visum et Repertum merupakan alat bukti yang tidak dapat digunakan
tanpa di dukung oleh alat bukti lainnya, sehingga Visum et Repertum
tidak dapat alat bukti dikatakan yang berdiri sendiri. Sehingga adanya
Visum et Repertum saja tidak dapat membuktikan bahwa seseorang telah
melakukan suatu tindak pidana. Hal ini sesuai dengan prinsip minimum
pembuktian yang tertuang di dalam Pasal 183 KUHAP. Ketentuan di
dalam Pasal 183 KUHAP memiliki kaitan yang erat dengan Pasal 185
ayat (2) KUHAP dimana menyatakan bahwa adanya saksi tunggal dalam
persidangan tidak cukup untuk membuktikan adanya kesalahan pada
terdakwa.*®
Adanya Visum et Repertum sangat dibutuhkan penyidik untuk

mengungkapkan adanya tindak pidana pada seseorang, kesimpulan dari dokter
yang merupakan ahlinya dalam mengetahui jenis luka atau memar serta benda
apa yang digunakan saat melakukan tindak pidana tersebut wajib untuk
dipercaya selama tidak adanya bukti lain yang dapat melemahkan pendapat
dokter tersebut. Dalam hal ini dokter merupakan pejabat yang berwenang
sehingga Visum et Repertum merupakan alat bukti yang terpercaya. Untuk
menentukan kekuatan Visum et Repertum dalam mengungkap suatu tindak
pidana yaitu dengan cara mencocokan Visum et Repertum dengan keterangan
saksi sehingga mendapatkan kesimpulan yang dapat dijadikan pertimbangan
hakim dalam menentukan telah terjadi tindak pidana atau tidak dan menentukan
kesalahan terdakwa di persidangan. Namun dalam pertimbangan hakim dalam

menilai kekuatan hukum Visum et Repertum harus juga melihat alat bukti yang

3% Eddy O.S Hiariej, Teori & Hukum Pembuktian, (Jakarta: Erlangga, 2012), him.17.
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lain tidak hanya semata—mata Visum et Repertum saja, sehingga keterangan
saksi di hubungkan dengan keterangan yang terdapat di dalam isi Visum et
Repertum tersebut harus ada keterkaitan.

5. Visum Et Repertum Dalam Hukum Islam

Pembuktian adalah suatu hal yang begitu penting ketika ingin mencari
suatu kebenaran, seperti halnya dalam proses peradilan yang notabenenya ialah
mencari kebenaran dan keadilan tentu sangat diperlukan suatu pembuktian.
Pembuktian dalam hukum itu mengandung makna bahwa benar-benar suatu
kejahatan pidana telah terjadi dan terbukti dan benar terdakwanya lah yang
bersalah, maka harus mempertanggung jawabkan apa yang di perbuat.®®

Pembuktian dalam hukum Islam itu dikenal dengan kata al-bayyinah
yaitu pembuktian®’, bahwa segala sesuatu yang berhubungan dengan alat bukti
ataupun keterangan-keterangan dan data yang ditemukan itu merupakan
bayyinah atau pembuktian. al-bayyinah ialah proses membuktikan sesuatu yaitu
perkara dengan mengajukan sebuah alasan-alasan yang terkait dengan
kebenaran yang terjadi dan memberikan dalil kepada batas meyakinkan.
Kemudian ada juga yang menyamakan al-bayyinah sebagai al-syahadah yang
artinya kesaksian yang ruang lingkupnya lebih sempit dari al-bayyinah. Menurut
Ibnu Qoyyim mengenai al- bayyinah merupakan suatu istilah bagi sesuatu yang
bisa menjelaskan dan menampakkan suatu kebenaran tersebut.

Berdasarkan ketentuan yang dijelaskan menurut hukum acara pidana,
bahwa jika seseorang ingin mengajukan sebuah gugatan hendaknya dia harus
mempersiapkan minimal dua alat bukti yang sah untuk mendasari gugatan yang
diajukan. Alat bukti tersebut bertujuan untuk membuktikan bahwa memang

benar telah terjadi tindak pidana dan mendapatkan putusan hakim yang seadil

3% Darwan Prinst, Hukum Acara Pidana dalam Praktik, (Jakarta: Djambatan, 1998),
him. 133.

87 Sulaikhan Lubis, Hukum Acara Perdata Peradilan Agama di Indonesia, (Jakarta:
Kencana Prenada Media Group, 2005), him.135.
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adilnya. Allah swt. dalam Surah Al-Maidah ayat 106 mengharuskan adanya

pembuktian demi keadilan ayat tersebut berbunyi:

s Jie 155 1 el Gl Spadl 815 2as 18 S0y sl A 3D G
. e o § s % £ L f 2. & a’?/ 2 AT LaRJ( o efer o297 21 o2t 6 s
sllall g 2 WS E O3l 2l SGB 3V) (3 (55 (1 O ST G O

S REERAPY 535 450 V5 1B 15 O 5 W w (30 Y EE) ) dL i

Artinya :

“Hai orang-orang yang beriman, apabila salah seorang kamu menghadapi
kematian, sedang dia akan berwasiat, maka hendaklah (wasiat itu) disaksikan
oleh dua orang yang adil di antara kamu, atau dua orang yang berlainan agama
dengan kamu, jika kamu dalam perjalanan dimuka bumi lalu kamu ditimpa
bahaya kematian. Kamu tahan kedua saksi itu sesudah sembahyang (untuk
bersumpah), lalu mereka keduanya bersumpah dengan nama Allah, jika kamu
ragu-ragu: “(Demi Allah) kami tidak akan membeli dengan sumpah ini harga
yang sedikit (untuk kepentingan seseorang), walaupun dia karib kerabat, dan
tidak (pula) kami menyembunyikan persaksian Allah; sesungguhnya kami kalau
demikian tentulah termasuk orang-orang yang berdosa”.*® (QS. Al-Maidah:
[5]:106).

Avyat tersebut bermakna bahwa jika seseorang sedang dalam berperkara,
maka mereka harus bisa membuktikan hak-haknya dengan menunjukkan saksi
yang dianggap dapat berbicara dengan yang sebenarnya dan dapat membuktikan
siapa yang benar dan siapa yang salah demi keadilan dan kemaslahatan seluruh
umat manusia.

Alat bukti merupakan segala sesuatu yang bisa digunakan untuk
membuktikan mengenai apa yang telah dilakukan di muka persidangan. Alat
bukti merupakan alasan-alasan yang bisa membuktikan dakwaan yang

didakwakan, hal ini dijelaskan oleh Ibnu Qoyyim mengenai alat bukti.

38 QS. Al-Maidah (5):106.
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Prinsip pembuktian dalam hukum islam dan hukum positif juga
sama,yakni harus dapat membuktikan dengan sebenarnya terjadi dan dapat
meyakinkan seorang hakim. Alat bukti Visum et Repertum tidak dijelaskan
dalam pembuktian hukum Islam namun dalam Islam seperti yang dijelaskan
sebelumnya dikenal dengan al-bayyinah atau pembuktian dan itu sangat
diperlukan dalam mencari suatu kebenaran guna untuk membuat terang

sesuatu.>® Seperti yang dianjurkan oleh Allah swt. dalam QS. Al-Hujurat ayat 6:

v*l"“‘&’“’ A3 13 O TS G Bl 13 Oy R S0 G

(7 o) Chan

Artinya :

“Hai orang-orang yang beriman, jika datang kepadamu orang fasik membawa
suatu berita, Maka periksalah dengan teliti agar kamu tidak menimpakan suatu
musibah kepada suatu kaum tanpa mengetahui keadaannya yang menyebabkan
kamu menyesal atas perbuatanmu itu.*® (QS. Al-Hujurat [49]:6).

Ayat tersebut bermaksud untuk tidak mempercayai orang dengan
seenaknya tetapi harus dibuktikan terlebih dahulu kebenarannya agar tidak ada
yang dirugikan hal ini demi kemaslahatan seluruh umat manusia. Alat bukti
Visum et Repertum merupakan suatu alat bukti yang tidak bertentangan dengan
Islam karena dapat dengan jelas membuktikan suatu perkara pidana, seperti
yang kita ketahui di dalam hukum lIslam sangat mengutamakan keselamatan
korban dibanding dengan si pelaku tindak pidana. Kewajiban hak asasi manusia
dalam Islam ada 5 yaitu, memelihara agama, jiwa, akal, harta, keturunan dan

kehormatan umat manusia.

39 Nur Ahmad U dan Kasjim Salenda, Peranan Visum Et Repertum dalam Mengungkap
Tindak Pidana Pembunuhan Presfektif Hukum Islam di Pengadilan Negeri Sungguhminasa,
Jurnal Shautuna, Vol. 2, No. 3 (2021), him. 630.

40 QS. Al-Hujurat (49):6.
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B. Penganiayaan

1. Pengertian Tindak Pidana Penganiayaan

Menurut Muliadi, penggunaan hukum pidana perlu memerhatikan lima

masalah, yaitu:*

a.

Hukum pidana harus dapat menjaga keselaraan, keserasian, dan
keseimbangan di antara pihak kepentingan Negara, kepentingan
umum, dan kepentingan individu.

Penggunaan hukum pidana harus selaras dengan tindakan
pencegahan lain yang bersifat non penal.

Perumusan hukum pidana harus dapat meredam faktor utama yang
bersifat kriminogen.

Perbuatan tindak pidana harus tepat dan teliti dalam mengambarkan
suatu perbuatan yang dilarang.

Prinsip diferensiasi pada kepentingan yang dirusak, perbuatan yang

dilakukan, status pelaku dalam kerangka asas kulpabilitas.

Dalam KUHP (Kitab Undang-undang hukum Pidana), tindak pidana

dikenal sebagai strafbaar feit. Stafbaar feit merupakan istilah yang berasal dari

bahasa Belanda yang berarti delik. Stafbaar feit terdiri atas 3 (tiga) suku kata,

yaitu straf, baar dan feit. Yang masing-masing memiliki arti:*?

1) Straf diartikan sebagai pidana dan hukum.

2) Baar diartikan sebagai dapat dan boleh.

3) Feit diartikan sebagai tindak, peristiwa, pelanggaran, dan perbuatan.

Jadi istilah strafbaar feit adalah peristiwa yang dapat dipidana atau

perbuatan yang dapat dipidana. Sedangkan delik dalam bahasa asing

disebut delic yang artinya suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenal

hukuman (pidana).

19.

41 Muladi, Hak Asasi Manusia Politik dan Sistem Peradilan Pidana, (Semarang Badan
Penerbit Universitas Dipenogoro, 1977), him. 241.

42 Amir lyas , Asas-asas Hukum Pidana, (Rangkang Education, Yogyakarta 2012), him.
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Dan dari istilah-istilah yang digunakan, masing-masing memiliki
pengertian tersendiri atas istilah tersebut, diantaranya ialah:

a. Menurut Moeljatno, pengertian tindak pidana yang menurut istilah
beliau yakni perbuatan pidana adalah:*®
“Perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana
disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang
siapa yang melanggar aturan tersebut”.

b. Menurut Andi Hamzah, pengertian tindak pidana menurut istilah
beliau yakni, delik adalah:**

“Sesuatu perbuatan atau tindakan yang terlarang dan diancam dengan
hukuman oleh Undang-undang (pidana)”.

c. Menurut S.R. Sianturi, perumusan tindak pidana sebagai berikut:*°
“Tindak pidana adalah suatu bentuk tindakan pada, tempat, waktu,
dan keadaan tertentu yang dilarang (atau diharuskan) dan diancam
dengan pidana oleh Undang-undang bersifat melawan hukum, serta
dengan kesalahan dilakukan oleh  seseorang (yang
bertanggungjawab)”.

d. Menurut M.R. Tresna, peristiwa pidana adalah:*°
“Sesuatu perbuatan atau rangkaian perbuatan manusia, yang
bertentangan dengan Undang-undang atau peraturan-peraturan lainya
terhadap perbuatan mana yang diadakan tindakan penghukuman”.

e. Menurut Wirjono Prodjodikoro, beliau merumuskan tindak pidana

sebagai berikut:*’

43 Moeljatno, Asas-asas Hukum Pidana, (Rineke Cipta,Jakarta 2009), him. 59.
4 1bid., him. 19.
4 Ibid., him. 22.

4 EY Kanter & S.R. Sianturi, Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan
Penerapannya, (Storia Grafika, Jakarta, 2012), him. 208-209.

47 1bid., him. 29.
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“Tindak pidana berarti sesuatu perbuatan yang pelakunya dapat
dikenakan hukuman pidana. Dan pelaku itu dapat dikatakan
merupakan “subject” tindak pidana”.

Secara umum, tindak pidana terhadap tubuh pada KUHP disebut
“penganiayaan”. Dibentuknya pengaturan tenta